BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak
mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku termasuk dalam memenuhi
kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut
dapat terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak
melanggar norma hukum.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah
penadahan.Penadahan berarti mengambil harta milik orang lain dengan tidak hak
untuk dimilikinya tanpa sepengetahuan pemilikinya kemudian menjual kembali ke
pihak lain untuk mendapatkan untung.

1. Dalam pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi
victimology bahwa: Korban penadahan merupakan salah satu faktor alasan
terbesar terjadinya tindak pidana penadahan dan dalam hal tindak pidana
penadahan, leasing/finance merupakan korban terbesar dari kasus penadahan
karena memberikan peluang kepada pelaku untuk berbuat tindak pidana.

2. Faktor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus penadahan

yakni:
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Sumber daya manusia yang masih dibawah dan prosedur yang terlalu lama
menjadi factor-faktor yang menghambat penyidik dalam menangani kasus penadahan

di kota Gorontalo.

5.2 Saran

1. Sumber daya manusia di polres gorontalo kota lebih di tingkatkan lagi.

2. Harus ada menyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa sekarang sudah ada alat
yang cukup canggih untuk membantu para korban penadahan agar adanya
kejelasan tentang kasus penadahan sehingga ada kasus yang selesai dan kepastian
hukum segera terealisasi.

3. Untuk masyarakat itu sendiri agar lebih berhati-hati dalam menaruh kenderaan

bermotor.
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